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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Keberadaan KPPS secara normatif telah diatur dengan jelas melalui 

“PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU terbaru Nomor 638 

Tahun 2024”, yang menekankan proses rekrutmen secara terbuka, objektif, 

dan berbasis kompetensi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan 

adanya penyimpangan dalam proses perekrutan, di mana dominasi aktor 

lokal seperti RT atau tokoh masyarakat sering kali lebih menentukan 

dibanding mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan 

ketimpangan dalam akses dan kesempatan, yang berimplikasi pada 

pelanggaran prinsip keadilan, baik dalam konteks keadilan umum maupun 

distributif menurut teori Aristoteles. 

2. Dalam pelaksanannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh 

anggota KPPS diantaranya adalah minimnya keahlian dan pengalaman 

dikarenakan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan hal ini 

didasarkan pada lemahnya stuktur organisasi dalam perekrutan, serta 

kurangnya pengawasan dan evaluasi menjadi faktor utama yang 

menyebabkan KPPS tidak bekerja secara efektif dan efisien. 
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B. Saran-saran 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperketat pengawasan dan 

evaluasi terhadap proses perekrutan KPPS, khususnya di tingkat PPS dan 

RT, agar benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses seleksi 

harus terbuka, transparan, dan mengedepankan asas meritokrasi. 

2. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi anggota 

KPPS, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, guna menjamin mereka 

memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya secara utuh. Ini 

akan memperkuat kualitas pelaksanaan pemilu di tingkat bawah. 

3. KPU dan penyelenggara pemilu setempat perlu menerapkan prinsip 

manajemen modern dalam penyelenggaraan perekrutan dan 

pengorganisasian KPPS, agar fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan berjalan optimal, serta mencegah munculnya pelanggaran 

administratif atau etis dalam proses pemilu. 

4. Perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses 

perekrutan dan kinerja KPPS, sebagai bentuk kontrol sosial yang berperan 

penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggara 

pemilu di tingkat lokal. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai eksistensi dan fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kecamatan 

Banjarmasin Utara, khususnya dalam aspek integritas, profesionalitas, 

serta efektivitas peran KPPS dalam menjamin proses pemilu yang jujur 
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dan adil. Penelitian lanjutan ini juga diharapkan dapat mencakup evaluasi 

terhadap pelatihan, pola rekrutmen, dan koordinasi antara KPPS dengan 

lembaga penyelenggara pemilu lainnya, sehingga mampu memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. 

 

 


